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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab di atas dan disertai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan di Kanwil Menteri Hukum dan HAM, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor munculnya lebih dari satu surat pendaftaran ciptaan terhadap satu 

karya cipta yang diberikan kepada orang yang berbeda disebabkan oleh 

prosedur yang digunaan dalam permohonan  pendaftaran ciptaan. Alur dan 

prosedur pendaftaran karya cipta hanya mengandalkan persyaratan 

administratif saja dengan tidak mempertimbangkan substansi karya yang 

didaftar. Terlebih lagi dalam prosedur pendaftaran tidak terdapat peluang pada 

aparat pendaftar untuk mempertimbangkan hak cipta yang telah terdaftar 

sebelumnya. Prosedur inilah yang menyebabkan muncul surat pendaftaran 

ciptaan ganda yang di keluarkan oleh kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal 

HKI. Faktor penyebab lain disamping dari kurang efektifnya alur dari proses 

pendaftaran ciptaan itu, masyarakat juga kurang menghargai hasil karya cipta 

orang lain sehingga muncul itikad buruk mendaftarkan ciptaan karya pihak 

lain. 

2. Konsekuensi pendaftaran atas kedudukan pemegang surat bukti pendaftaran 

ciptaan atas suatu karya cipta tidak menjamin kedudukan hukum terhadap hak 
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cipta yang didaftarkan, karena pendaftaran karya cipta yang dilakukan bukan 

sebagai syarat suatu karya cipta melainkan hanya sebagai bukti awal tertulis 

yang dimiliki oleh seseorang atas hak cipta apabila suatu saat orang lain 

mengklaim karya cipta tersebut adalah miliknya. 

B. Saran 

Berdasarkan dari  pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

dilengkapi dengan kesimpulan, maka saran yang dapat saya berikan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Prosedur dan evaluasi dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan diharapkan 

kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal tersebut lebih selektif 

dalam mengeluarkan surat pendaftaran ciptaan, serta didalam alur proses 

permohonan pendaftran ciptaan diharapkan  dilakukan pemeriksaan secara 

subtansif serta evaluasi yang dilakukan pun selektif. Artinya dilakukannya 

pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang isinya daftar semua karya cipta 

yang pernah didaftarkan oleh orang lain, agar mengantisipasi terbitnya 2 surat 

pendaftaran ciptaan ganda walaupun pada dasarnya pendaftaran karya cipta 

tersebut tidak harus akan tetapi dalam karya cipta memiliki hak ekonomi bagi 

pemilik karya cipta yang harus mendapat perlindungan hukum dari 

pemerintah melalui pendaftaran. Sosialisai HKI di kalangan masyarakat harus 

lebih di tingkatkan serta kesadaran akan menghargai karya ciptaan orang lain 

harus lebih ditanam kan di tengah-tengah masyarakan agar kesadaran akan 

pentingnya HKI tersebut lebih mudah terwujud dalam lapisan masyarakat 
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umum tanpa adanya pengecualian. Apabila sosialisai dan kesadaran tersebut 

dalam masyarakat tidak efektif maka akan sulit perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual khusus nya hak cipta terealisasi. 

2. Kedudukan pemegang hak cipta dalam pendaftaran hak cipta seharusnya 

mendapat jaminan kepastian hukum atas hak cipta yang telah didaftarkan 

pemegang hak cipta, agar subyek hukum yang melakukan pendaftaran ciptaan 

lebih merasa terlindungi oleh hukum. 
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